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1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi

Visi

Visi Fakultas Keguruan dan Iimu Pendidikan FKIP UNIMUDA Sorong Sorong menjadi
menjadi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikkan yang Menghasilkan Tenaga

Pendidik yang Bertakwa, Profesional, dan Unggul berbasis Edu-tourismpreneur se-

Indonesia Timur pada Tahun 2022.

Misi

Misi Fakultas Keguruan dan IImu Pendidikan FKIP UNIMUDA Sorong adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran dan pembinaan sivitas akademika di

lingkungan FKIP UNIMUDA Sorong untuk menghasilkan tenaga pendidik yang
profesional, unggul dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mengelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan
IPTEKS dan menunjang kesejahteraan masyarakat.

Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (stakeholders) dalam mengembangkan

caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Tujuan

Tujuan yang akan dicapai oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP
UNIMUDA Sorong adalah sebagai berikut:

1.

Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa.

Menghasilkan penelitian yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas proses
dan hasil pembelajaran.

Menghasilkan pengabdian pada masyarakat yang terkait dengan penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan dan kewirausahaan.

Sasaran

Untuk menjadi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikkan yang Menghasilkan

Tenaga Pendidik yang Bertakwa, profesional, dan Unggul se-Indonesia Timur. Indikator

keberhasilannya adalah:



2.

S.
6.

Penguatan reputasi FKIP UNIMUDA Sorong melalui kinerja penyelenggaraan
pendidikan, kinerja penyelenggaraan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Penguatan kualitas lulusan untuk meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja.
Implementasi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam kehidupan akademik.
Pemantapan kinerja manajemen kelembagaan yang meliputi bidang manajemen
sumber daya insani, keuangan, sumber daya fisik, pengembangan kampus,
administrasi akademik, pengembangan perpustakaan, dan teknologi informasi.
Budaya organisasi dan iklim akademik.

Jaringan kerja sama (networking).

Untuk mencapai enam sasaran strategis tersebut, FKIP UNIMUDA Sorong merumuskan

sembilan kebijakan strategis sebagai berikut:

1. Kebijakan pertama. Memperkuat tatakelola dan sistem penjaminan mutu fakultas
secara komprehensif.

2. Kebijakan kedua. Mendorong proses pendidikan dan pembelajaran yang kondusif
untuk menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagai sarana
peningkatan kualitas umat.

3. Kebijakan ketiga. Mengembangkan pusat unggulan berbasis riset dan relevansi riset
perguruan tinggi.

4. Kebijakan keempat. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang
berorientasi pada kebutuhan umat berdasarkan tuntunan ajaran Islam.

5. Kebijakan kelima. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan wirausaha bagi
civitas akademika.

6. Kebijakan keenam. Meningkatkan aksesibilitas mahasiswa yang mempunyai
kemampuan akademis tetapi kurang mampu secara ekonomi.

7. Kebijakan ketujuh. Meningkatkan kegiatan kerja sama di bidang keilmuan,
teknologi, dan kesenian dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan
industri, serta masyarakat.

8. Kebijakan kedelapan. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-
Islaman dan kemuhammadiyahan.

9. Kebijakan kesembilan. Meningkatkan program-program pembinaan kepada
mahasiswa, baik melalui pembinaan langsung maupun melalui pelibatan mahasiswa
di tengah masyarakat.

Definisi Istilah

1. Pembelajaran di FKIP UNIMUDA Sorong adalah kegiatan yang terprogram dalam

desain (fasiliting, empowering dan enabling), untuk menciptakan mahasiswa

belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.



Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan
besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen
dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka
pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan
prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk
melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga
kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak
langsung.

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional
pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.

Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah,
jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis,

dan/atau kerjasama kelembagaan pemerinta dan swasta.

Rasional

Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk

menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan

dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Pernyataan Isi Standar

1.

FKIP UNIMUDA Sorong harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan
melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sampai pada satuan pendidikan.

FKIP UNIMUDA Sorong harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan
tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan
tinggi.

FKIP UNIMUDA Sorong harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar
satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

FKIP UNIMUDA Sorong harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari
berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.



6.

FKIP UNIMUDA Sorong harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur
dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka
peningkatan kualitas pendidikan.

FKIP UNIMUDA Sorong wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan
melaksanaan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses

sampai pada level program studi.

. FKIP UNIMUDA Sorong wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan

dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang
berpedoman pada standar biaya operasional.

FKIP UNIMUDA Sorong wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar
satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun.

Pimpinan Fakultas wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai
sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit
usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan
filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta

10.FKIP UNIMUDA Sorong wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur

untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka

peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun.

Strategi Pencapaian Standar

1.

FKIP UNIMUDA Sorong melalui Badan Keuangan dan Sarpras, dan Biro Ekonomi
Produktif mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar.

FKIP UNIMUDA Sorong mengoptimalkan alumni dan filantropis.

FKIP UNIMUDA Sorong optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian

standar pembiayaan.

Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama Target Capaian

DOP (Dana Operasional Pendidikan) DOP > 20 juta
Rata-rata dana operasional pendidikan/
mahasiswa/ tahun (dalam juta rupiah)

tahun

Rata-rata dana penelitian dosen (DPD)/ | DPD > 10 juta

dalam 3 tahun terakhir.

Rata-rata dana PkM dosen (DPkMD)/ tahun | DPKMD > 5 juta




Realisasi investasi (SDM, sarana dan
prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan
akan penyelenggaraan program pendidikan,
penelitian dan PkM serta memenuhi standar

Rata-rata butir tentang Profil Dosen,
Sarana, dan Prasarana > 3,0

perguruan  tinggi  terkait  pendidikan,
penelitian dan PkM
Kecukupan  dana  untuk  menjamin | Dana dapat menjamin keberlangsungan

pengembangan tridharma

pengembangan tridharma 3 tahun
terakhir serta memiliki kecukupan dana
untuk rencana pengembangan 3 tahun
ke depan yang didukung oleh sumber
pendanaan yang realistis.

Masa Kketerlibatan secara penuh semua
unsur dalam perencanaan anggaran tahun
berikutnya.

Minimal 6 bulan sebelum akhir tahun
berjalan.

Indikator Kinerja Tambahan

Target Capaian

Ketersediaan dokumen pengelolaan dana | 100 %.
perencanaan penerimaan, pengalokasian,
pelaporan, audit, monev dan pertanggung

jawaban kepada pemangku kepentingan

Ketersediaan pedoman penetapan biaya | 100 %

pendidikan mahasiswa yang melibatkan
stakeholder internal.

Implementasi kebijakan pembebasan biaya
mahasiswa yang berpotensi secara akademik
tetapi kurang mampu secara ekonomi.

> 80% dosen

Perolehan dana hibah penelitian per dosen | >50 juta
per tahun
Perolehan dana hibah PkM dosen (DPkMD) | > 30 juta

per dosen per tahun

Alokasi biaya investasi pendidikan

> 20 — 30 % setiap tahunnya

Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Pimpinan Universitas.

2. Pimpinan Fakultas.

3. Badan Keuangan dan Sarpras.
4. Biro Ekonomi Produktif.

Dokumen Terkait

1. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.

2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):




9.

a. SOP penyusunan anggaran.
b. SOP MONEYV pelaksanaan anggaran pendidikan.
c. SOP Audit Keuangan.
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